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TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan
usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui
Pajak Reklame;

b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pajak Reklame Perlu disesuaikan dengan menetapkan
Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Pajak
Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembar Negara RI Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat yang berwanang adalah Pejabat dan/atau instansi yang mempunyai

kewenangan melaksanakan pungutan pajak daerah sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh
umum.

8. Reklame Papan adalah Reklame terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau
bahan lain sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan,
tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik yang bersinar maupun
yang disinari.

9. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang
menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar
dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
difungsikan dengan tenaga listrik.

10. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan
kain, termasuk kertas, plastik atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

11. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembar lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat minta untuk
ditempel, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantung pada suatu
benda lain.

13. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan
atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan
kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.



15. Reklame Suara adalah reklame yag diselenggarakan dengan menggunakan kata-
kata yang diucapkan atau dengan cara yang ditimbulkan atau oleh perantara alat.

16. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang
sejenis, sebagai alat untuk, diproyeksi dan/atau dipancarkan pada layar atau benda
lain di dalam ruangan.

17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

18. Panggung Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu
atau beberapa buah reklame.

19. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, dan atau nama
pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.

20. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan
pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/Pengeluaran
biaya yang dikeluarkan oleh pemilik oleh penyelenggara reklame termasuk dalam
hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kostruksi, instalasi listrik,
pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan dan
pembangunan reklame rapung dipancarkan, diperagakan dan atau terpasang
ditempat yang diizinkan.

22. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata
ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disebut SPTPD adalah surat oleh
wajib pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak , dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah malalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

25 Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak pada setiap penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

(1) Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame.
(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
b. Reklame Kain;
c. Reklame Melekat/Stiker;
d. Reklame Selebaran;
e. Reklame Berjalan, termasuk reklame kendaraan;
f. Reklame Udara;
g. Reklame Apung;
h. Reklame Suara;


